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Abstract 

The analysis of import policy in Indonesia from an Islamic perspective highlights the complexity of the interaction 

between economic aspects and religious values in the formation of public policy. In this context, it is important to 

consider how import policies can reflect Islamic principles that prioritize social justice, cooperation, and general 

welfare. The purpose of this study is to consider how import policy, as an important instrument in a country's 

economy, can be interpreted through an Islamic lens. This research utilizes a descriptive qualitative method. The 

results of this study provide an in-depth understanding of the impact of import policies on economic justice, 

economic self-reliance, and international cooperation, and highlight the compatibility of these policies with 

Islamic principles. The protection of local producers, promotion of fair international cooperation, and increased 

participation of Islamic scholars and economists in the decision-making process are key steps in designing a more 

inclusive and sustainable import policy that takes into account the interests of society. 
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1. PENDAHULUAN  

Analisis kebijakan impor di Indonesia dari 

perspektif Islam menarik untuk dieksplorasi karena 

menggabungkan aspek ekonomi dengan nilai-nilai 

agama. Dalam konteks ini, kebijakan impor 

merupakan instrumen penting yang dapat 

memengaruhi perekonomian suatu negara secara 

signifikan. Pemahaman terhadap kebijakan impor dari 

perspektif Islam melibatkan pertimbangan etis, 

keadilan sosial, serta kontribusi terhadap 

kesejahteraan umum. Dalam paragraf berikut, akan 

dianalisis beberapa aspek kebijakan impor di 

Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

Islam (Fahrika & Roy, 2020). Pertama-tama, penting 

untuk memahami bahwa Islam sebagai agama 

menyediakan pedoman etis yang komprehensif untuk 

berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam 

hal ekonomi.  

Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang 

mengatur perilaku ekonomi yang adil dan 

berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam konteks 

ini adalah konsep keadilan sosial atau 'adl wa ihsan', 

yang menekankan pentingnya pemerataan kekayaan 

dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. 

Dengan demikian, kebijakan impor harus dievaluasi 

dari sudut pandang apakah mereka sesuai dengan 

prinsip-prinsip ini. Kedua, dalam konteks kebijakan 

impor, penting untuk mempertimbangkan dampaknya 

terhadap ekonomi domestik, terutama dalam hal 

menciptakan lapangan kerja dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ngatikoh & 

Isti’anah, 2020). Dari perspektif Islam, penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan 

produsen lokal atau menghambat kemajuan ekonomi 

domestik secara keseluruhan.  

Prinsip kemandirian ekonomi atau 'istiklal 

iqtisadi' menjadi relevan di sini, yang mendorong 

masyarakat untuk mengembangkan sumber daya dan 

potensi ekonomi mereka sendiri sebisa mungkin 

sebelum mencari sumber daya dari luar. Namun 

demikian, Islam juga mengajarkan nilai-nilai 

kerjasama antarnegara dan saling membantu. Prinsip 

'ta'awun' atau saling tolong-menolong merupakan 

bagian integral dari ajaran Islam. Oleh karena itu, 
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kebijakan impor yang dibuat sebaiknya tidak hanya 

mempertimbangkan kepentingan domestik semata, 

tetapi juga memperhatikan keterkaitan dan tanggung 

jawab terhadap masyarakat global.  

Dalam hal ini, kebijakan impor yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan saling 

menguntungkan dapat dianggap sejalan dengan nilai-

nilai Islam. Dalam praktiknya, implementasi 

kebijakan impor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam 

dapat menjadi tantangan tersendiri. Hal ini terutama 

karena kebijakan impor sering kali dipengaruhi oleh 

faktor-faktor politik, ekonomi, dan kepentingan bisnis 

yang kompleks.  

Namun demikian, upaya untuk mengintegrasikan 

perspektif Islam dalam pembuatan kebijakan impor 

dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, 

termasuk pembentukan lembaga-lembaga konsultatif 

yang melibatkan ulama dan ahli ekonomi Islam, serta 

penyusunan regulasi yang menggabungkan prinsip-

prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern. 

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga 

merupakan aspek penting dalam menerapkan 

kebijakan impor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Islam mendorong para pemimpin untuk bertanggung 

jawab atas keputusan-keputusan mereka dan 

menjalankan otoritas mereka dengan penuh keadilan.  

Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan impor, 

penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan 

keputusan terbuka untuk umum dan bahwa kebijakan 

yang diambil memperhatikan kepentingan seluruh 

masyarakat. Dalam kesimpulan, analisis kebijakan 

impor di Indonesia dari perspektif Islam melibatkan 

pertimbangan etis, keadilan sosial, dan kesejahteraan 

umum (Fathoni, 2020). Penting untuk memastikan 

bahwa kebijakan impor tidak hanya menguntungkan 

secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai 

Islam yang mendorong keadilan, kerjasama, dan 

kemandirian ekonomi. Dengan memperhatikan nilai-

nilai ini, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan 

impor yang berkelanjutan dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sejalan dengan 

ajaran Islam. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian kualitatif deskriptif menjadi 

pilihan yang sangat relevan untuk menganalisis 

kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam. 

Dalam konteks ini, metode kualitatif deskriptif 

memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi 

kompleksitas kebijakan impor, memahami perspektif 

dan pandangan berbagai pemangku kepentingan, serta 

menggambarkan secara rinci karakteristik kebijakan 

tersebut (Sulistia Wargi, 2021). Dengan menggunakan 

metode ini, penelitian dapat menghasilkan 

pemahaman yang mendalam tentang bagaimana 

kebijakan impor berinteraksi dengan nilai-nilai Islam, 

serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi 

Indonesia.  

Langkah pertama dalam menggunakan metode 

kualitatif deskriptif adalah mengidentifikasi fokus 

penelitian yang jelas. Dalam konteks analisis 

kebijakan impor di Indonesia menurut perspektif 

Islam, fokus penelitian bisa mencakup beberapa 

aspek. Misalnya, penelitian dapat berfokus pada 

evaluasi dampak kebijakan impor terhadap 

kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi, atau 

kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip Islam 

seperti keadilan sosial dan kemandirian ekonomi. 

Setelah fokus penelitian ditentukan, langkah 

selanjutnya adalah pengumpulan data.  

Pengumpulan data dalam metode kualitatif 

deskriptif dapat dilakukan melalui berbagai teknik, 

termasuk wawancara, observasi, dan analisis 

dokumen. Pertama, wawancara dengan berbagai 

pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah, 

ahli ekonomi, aktivis masyarakat, dan pemuka agama 

dapat memberikan wawasan yang berharga tentang 

pandangan mereka terhadap kebijakan impor dan 

bagaimana kebijakan tersebut dapat dilihat dari 

perspektif Islam (Laili, 2021). Wawancara ini dapat 

dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa 

semua topik yang relevan tercakup, namun juga 

fleksibel untuk menggali pemahaman yang lebih 

mendalam.  

Selain itu, observasi langsung terhadap 

implementasi kebijakan impor, misalnya melalui 

kunjungan ke pelabuhan atau fasilitas pabrik, dapat 

memberikan pemahaman langsung tentang bagaimana 

kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan ekonomi 

riil dan masyarakat. Analisis dokumen juga menjadi 

komponen penting dalam pengumpulan data, dengan 

meneliti peraturan pemerintah, laporan perdagangan, 

dan dokumen kebijakan terkait untuk memahami 

kerangka kerja kebijakan impor dan argumen yang 

mendasarinya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil penelitian 

Sebuah penelitian yang menyelidiki analisis 

kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam 
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akan menghasilkan temuan yang berharga untuk 

pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan 

impor tersebut mempengaruhi masyarakat dan 

ekonomi Indonesia, serta sejauh mana kesesuaiannya 

dengan nilai-nilai Islam (Ginting et al., 2021). Hasil 

penelitian ini dapat mengungkap dampak kebijakan 

impor terhadap keadilan ekonomi, kemandirian 

ekonomi, dan kesejahteraan umum, serta memberikan 

wawasan tentang bagaimana kebijakan impor dapat 

disesuaikan agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip 

Islam.  

Salah satu temuan yang mungkin muncul adalah 

bahwa kebijakan impor di Indonesia cenderung 

memiliki dampak yang kompleks dan tidak selalu 

sejalan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun kebijakan 

impor mungkin diadopsi dengan tujuan untuk 

memperluas akses terhadap barang-barang dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun 

dampaknya bisa merugikan produsen lokal, terutama 

mereka yang bergerak di sektor-sektor yang rentan 

terhadap persaingan impor (Ramdani Akbar et al., 

2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip 

kemandirian ekonomi dalam Islam, yang mendorong 

pengembangan sumber daya dan potensi ekonomi 

domestik.  

Selain itu, kebijakan impor juga dapat memiliki 

dampak negatif terhadap keadilan ekonomi, dengan 

menimbulkan disparitas antara pemilik modal dan 

pekerja, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. 

Dalam perspektif Islam, keadilan ekonomi adalah 

prinsip yang sangat penting, dan kebijakan impor yang 

tidak memperhatikan keseimbangan ini dapat 

dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam 

(Zakiyatul Miskiyah et al., 2022).  

Misalnya, jika kebijakan impor mendukung 

industri besar tetapi merugikan produsen kecil dan 

menengah, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap prinsip keadilan sosial dalam Islam. Namun 

demikian, hasil penelitian juga dapat menunjukkan 

bahwa ada peluang untuk meningkatkan kesesuaian 

kebijakan impor dengan nilai-nilai Islam (Lubis & 

Rahmani, 2023). Salah satu rekomendasi yang 

mungkin dihasilkan adalah perlunya memperkuat 

regulasi yang mendukung produsen lokal dan 

mengurangi ketergantungan pada impor untuk 

kebutuhan dasar. Ini bisa dilakukan melalui insentif 

fiskal, subsidi, atau pembatasan impor untuk sektor-

sektor yang dianggap vital bagi kemandirian ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat.  

Selain itu, penelitian juga dapat menyoroti 

pentingnya kerjasama internasional yang adil dan 

saling menguntungkan dalam konteks kebijakan 

impor. Dalam perspektif Islam, prinsip ta'awun atau 

saling bantu-membantu antarnegara menjadi penting 

untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak 

menyebabkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan di 

tingkat global (Nirwana et al., 2022). Dalam hal ini, 

Indonesia dapat memperjuangkan kebijakan impor 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan 

yang adil, serta memperkuat hubungan ekonomi 

dengan negara-negara lain dalam kerangka saling 

menguntungkan.  

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan 

wawasan tentang bagaimana proses pembuatan 

kebijakan impor dapat ditingkatkan agar lebih 

memperhatikan perspektif Islam. Salah satu saran 

yang mungkin diajukan adalah melibatkan ulama dan 

ahli ekonomi Islam dalam proses pengambilan 

keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat 

lebih sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam 

proses pembuatan kebijakan juga dapat membantu 

memastikan bahwa kebijakan impor yang dihasilkan 

mencerminkan kepentingan masyarakat secara lebih 

luas.  

Dengan demikian, hasil penelitian tentang 

analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif 

Islam akan memberikan kontribusi yang berharga bagi 

pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif 

dan berkelanjutan (Fika et al., 2023). Temuan-temuan 

ini dapat membantu pemerintah dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk merancang kebijakan 

impor yang lebih memperhatikan nilai-nilai Islam, 

serta memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-

benar bermanfaat bagi kesejahteraan umum dan 

kemajuan ekonomi Indonesia. 

3.2. Pembahasan 

Hasil penelitian tentang analisis kebijakan impor 

di Indonesia dari perspektif Islam memberikan 

wawasan yang mendalam tentang kompleksitas 

hubungan antara kebijakan ekonomi, nilai-nilai 

agama, dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan 

hasil penelitian ini membuka ruang untuk 

merenungkan implikasi temuan tersebut dalam 

konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

dan inklusif di Indonesia (Fi et al., 2023).   

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa 

kebijakan impor memiliki dampak yang luas terhadap 
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perekonomian suatu negara. Kebijakan ini 

mempengaruhi pasar domestik, industri lokal, dan 

kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam 

konteks Indonesia, kebijakan impor sering menjadi 

topik kontroversial karena dampaknya yang beragam, 

baik positif maupun negatif. Dari perspektif Islam, 

penting untuk menilai apakah kebijakan impor 

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang 

menekankan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, 

dan kerjasama internasional yang adil.  

Dari hasil penelitian, kita menemukan bahwa 

kebijakan impor di Indonesia tidak selalu sejalan 

dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, kebijakan 

impor yang memberikan perlakuan preferensial 

kepada industri besar sering kali merugikan produsen 

kecil dan menengah serta berpotensi menyebabkan 

ketidakadilan ekonomi (Salsabilla & Puspita Sari, 

2021). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan 

sosial dalam Islam yang menekankan perlunya 

distribusi kekayaan yang adil di antara anggota 

masyarakat. Selain itu, ketergantungan yang terlalu 

besar pada impor juga dapat mengancam kemandirian 

ekonomi suatu negara, yang merupakan prinsip 

penting dalam ajaran Islam.  

Analisis kebijakan impor di Indonesia dari 

perspektif Islam menarik untuk dieksplorasi karena 

mempertimbangkan nilai-nilai, prinsip, dan hukum 

yang terkandung dalam ajaran Islam dalam konteks 

ekonomi. Kebijakan impor adalah aspek penting 

dalam ekonomi suatu negara yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan 

hubungan internasional. Dalam menganalisis 

kebijakan impor Indonesia, kita dapat meneliti aspek-

aspek seperti keadilan, keberlanjutan, distribusi 

kekayaan, dan bagaimana nilai-nilai Islam tercermin 

dalam kebijakan tersebut.  

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan 

dalam analisis kebijakan impor adalah adilnya 

distribusi kekayaan. Dalam Islam, prinsip keadilan 

sosial sangat ditekankan. Kekayaan alam yang 

menjadi sumber daya untuk produksi dianggap 

sebagai milik bersama umat manusia. Oleh karena itu, 

kebijakan impor harus memperhatikan distribusi yang 

adil dari kekayaan alam tersebut, memastikan bahwa 

manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir 

orang atau kelompok tertentu, tetapi juga oleh seluruh 

masyarakat. Selain itu, keberlanjutan juga menjadi 

fokus dalam perspektif Islam. Prinsip-prinsip 

lingkungan hidup dalam Islam menekankan 

pentingnya menjaga alam dan memperlakukan 

sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab.  

Dalam konteks kebijakan impor, hal ini berarti 

Indonesia harus mempertimbangkan dampak 

lingkungan dari barang impor yang masuk ke negara. 

Produk-produk yang merusak lingkungan atau 

melanggar prinsip-prinsip keberlanjutan harus 

dipertimbangkan dengan serius sebelum 

diperbolehkan masuk ke dalam pasar domestik. 

Selanjutnya, aspek yang tidak kalah pentingnya 

adalah memastikan bahwa kebijakan impor tidak 

merugikan produsen lokal dan ekonomi umat Islam 

secara keseluruhan.  

Dalam Islam, mendukung perekonomian lokal 

dan menciptakan lapangan kerja bagi umat Muslim 

merupakan hal yang dianjurkan. Oleh karena itu, 

kebijakan impor harus dirancang sedemikian rupa 

sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi 

domestik dan memastikan bahwa produsen lokal tetap 

dapat bersaing secara adil. 

Selanjutnya, dalam hal kebijakan impor, Islam 

juga menekankan pentingnya perdagangan yang jujur 

dan transparan. Praktik-praktik korupsi, penyuapan, 

atau manipulasi pasar harus dihindari, dan regulasi 

yang adil dan transparan harus diterapkan. Hal ini 

sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang 

menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam 

semua aspek kehidupan, termasuk dalam 

perdagangan. Selain itu, aspek lain yang perlu 

diperhitungkan adalah bagaimana kebijakan impor 

tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan.  

Dalam Islam, kesejahteraan umat menjadi 

prioritas utama, dan kebijakan impor harus dinilai 

berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan 

masyarakat luas. Apakah kebijakan impor tersebut 

akan meningkatkan aksesibilitas terhadap barang-

barang penting bagi masyarakat atau malah 

menyebabkan peningkatan harga dan mengurangi 

daya beli masyarakat harus menjadi pertimbangan 

utama. Selain itu, aspek etika dalam perdagangan juga 

harus dipertimbangkan dalam konteks kebijakan 

impor.  

Islam mengajarkan pentingnya berbisnis dengan 

etika yang tinggi, menghindari eksploitasi, penipuan, 

atau praktik-praktik yang tidak adil. Oleh karena itu, 

kebijakan impor harus memastikan bahwa produk-

produk yang diimpor memenuhi standar etika Islam 

dalam produksi dan distribusinya. Dalam kesimpulan, 

analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif 



Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 2024, 1793 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534 

Islam menggarisbawahi pentingnya 

mempertimbangkan nilai-nilai, prinsip, dan hukum 

Islam dalam merancang kebijakan ekonomi.  

Keadilan, keberlanjutan, distribusi kekayaan, 

perdagangan yang jujur, kesejahteraan masyarakat, 

dan etika perdagangan adalah beberapa aspek yang 

harus dipertimbangkan dalam konteks kebijakan 

impor. Dengan memastikan bahwa kebijakan impor 

Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kita 

dapat membangun ekonomi yang lebih adil, 

berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh 

masyarakat. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menyoroti 

adanya peluang untuk meningkatkan kesesuaian 

kebijakan impor dengan nilai-nilai Islam. Salah satu 

rekomendasi yang muncul adalah perlunya 

memperkuat perlindungan terhadap produsen lokal 

dan sektor-sektor yang rentan terhadap persaingan 

impor (Latifah et al., 2024). Ini bisa dilakukan melalui 

berbagai instrumen kebijakan seperti insentif fiskal, 

subsidi, atau pembatasan impor untuk sektor-sektor 

strategis. Langkah-langkah ini akan membantu 

mendorong keseimbangan yang lebih baik antara 

impor dan produksi domestik, serta mendukung 

pencapaian tujuan kemandirian ekonomi yang 

diadvokasi oleh Islam. Selain itu, penelitian juga 

menyoroti pentingnya kerjasama internasional yang 

adil dalam konteks kebijakan impor.  

Dalam perspektif Islam, prinsip ta'awun atau 

saling bantu-membantu antarnegara menjadi penting 

untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak hanya 

menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga 

memperhatikan kepentingan global yang lebih luas 

(Petty & Nurul, 2024). Indonesia dapat 

memperjuangkan kebijakan impor yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil, serta 

memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-

negara lain dalam kerangka saling menguntungkan.  

Penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian ini 

tidak hanya memberikan pemahaman tentang dampak 

kebijakan impor terhadap ekonomi, tetapi juga tentang 

implikasi sosial dan budaya yang lebih luas (Yusuf & 

Haryono, 2022). Kebijakan impor yang tidak 

memperhatikan nilai-nilai Islam dapat mengancam 

keberlangsungan industri tradisional dan kerajinan 

lokal yang sering kali terkait dengan warisan budaya 

dan identitas masyarakat. Oleh karena itu, penting 

untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam 

merancang kebijakan impor yang lebih holistik dan 

inklusif.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang proses pembuatan 

kebijakan impor itu sendiri. Dengan melibatkan ulama 

dan ahli ekonomi Islam dalam proses pengambilan 

keputusan, Indonesia dapat memastikan bahwa 

kebijakan impor yang dihasilkan lebih memperhatikan 

nilai-nilai agama dan kepentingan masyarakat secara 

luas (Seprianti, 2024). Peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan juga 

akan membantu memastikan bahwa kebijakan impor 

yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat.  

Secara keseluruhan, hasil penelitian tentang 

analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif 

Islam memberikan kontribusi yang berharga bagi 

pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih 

inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai 

agama. Dengan memperhatikan temuan-temuan ini, 

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat 

merancang kebijakan impor yang lebih 

memperhatikan keadilan sosial, kemandirian 

ekonomi, dan kerjasama internasional yang adil, serta 

lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Salsabila et 

al., 2024). 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari pembahasan tentang analisis 

kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam 

menggambarkan kompleksitas hubungan antara 

kebijakan ekonomi, nilai-nilai agama, dan 

kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini 

memberikan pemahaman yang mendalam tentang 

dampak kebijakan impor terhadap keadilan ekonomi, 

kemandirian ekonomi, dan kerjasama internasional, 

serta menyoroti kesesuaian kebijakan tersebut dengan 

prinsip-prinsip Islam.  

Meskipun terdapat tantangan dalam memastikan 

bahwa kebijakan impor benar-benar sejalan dengan 

nilai-nilai Islam, namun penelitian juga 

mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan 

kesesuaian kebijakan impor dengan prinsip-prinsip 

agama. Perlindungan terhadap produsen lokal, 

promosi kerjasama internasional yang adil, serta 

peningkatan partisipasi ulama dan ahli ekonomi Islam 

dalam proses pengambilan keputusan menjadi 

langkah-langkah kunci dalam merancang kebijakan 

impor yang lebih inklusif dan berkelanjutan.  

Dengan memperhatikan temuan-temuan ini, 

pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan 
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lainnya dapat memperjuangkan kebijakan impor yang 

lebih memperhatikan kepentingan masyarakat secara 

luas, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut 

sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh 

mayoritas penduduknya. 

Analisis kebijakan impor di Indonesia dari 

perspektif Islam menyoroti pentingnya 

mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam 

dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Dalam konteks 

kebijakan impor, aspek-aspek seperti keadilan, 

keberlanjutan, distribusi kekayaan, perdagangan yang 

jujur, kesejahteraan masyarakat, dan etika 

perdagangan sangat penting untuk dipertimbangkan. 

Pertama-tama, kebijakan impor harus memperhatikan 

aspek keadilan dalam distribusi kekayaan. Islam 

mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah milik 

bersama umat manusia, dan kekayaan alam harus 

didistribusikan secara adil sehingga manfaatnya dapat 

dinikmati oleh seluruh masyarakat.  

Oleh karena itu, kebijakan impor harus 

memastikan bahwa distribusi kekayaan alam yang 

berasal dari barang impor tidak hanya menguntungkan 

segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi juga 

memberikan manfaat yang adil bagi seluruh 

masyarakat. Selanjutnya, keberlanjutan juga menjadi 

fokus penting dalam analisis kebijakan impor dari 

perspektif Islam.  

Prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam Islam 

menekankan pentingnya menjaga alam dan 

memperlakukan sumber daya alam dengan penuh 

tanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan impor 

harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari 

barang impor yang masuk ke negara. Produk-produk 

yang merusak lingkungan atau melanggar prinsip-

prinsip keberlanjutan harus ditangani dengan serius 

untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak 

merugikan ekosistem dan keseimbangan alam. 

Selanjutnya, kebijakan impor harus memperhatikan 

dampaknya terhadap produsen lokal dan ekonomi 

umat Islam secara keseluruhan. Islam mendorong 

untuk mendukung perekonomian lokal dan 

menciptakan lapangan kerja bagi umat Muslim.  

Kebijakan impor harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga tidak menghambat pertumbuhan 

ekonomi domestik dan memastikan bahwa produsen 

lokal tetap dapat bersaing secara adil dalam pasar 

global. Selain itu, kejujuran dan transparansi dalam 

perdagangan juga menjadi aspek penting yang harus 

diperhatikan dalam kebijakan impor. Islam 

menekankan pentingnya perdagangan yang jujur dan 

adil, serta menghindari praktik-praktik korupsi atau 

manipulasi pasar.  

Oleh karena itu, kebijakan impor harus 

didasarkan pada regulasi yang adil dan transparan 

untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan 

dengan integritas dan kejujuran. Selanjutnya, 

kebijakan impor harus dievaluasi berdasarkan 

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. Islam menempatkan kesejahteraan umat 

sebagai prioritas utama, dan kebijakan impor harus 

dinilai berdasarkan dampaknya terhadap aksesibilitas 

terhadap barang-barang penting bagi masyarakat serta 

daya beli mereka. Kebijakan impor yang 

menguntungkan hanya segelintir pihak atau 

menyebabkan peningkatan harga yang merugikan 

masyarakat harus dihindari. 
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